
Peningkatan Mutu dan Kualitas Layanan Pendidikan

POHON KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

Meningkatnya Kualitas dan
Tata Kelola Layanan
Pendidikan serta Kurikulum
yang Adaptif

 IK: 1. Rata-Rata Lama Sekolah

 IK: 2. Persentase Satuan Pendidikan Berakrditasi Minimal B
 IK: 3. Angka Partisipasi Sekolah.

 IK: 4. Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas yang Bersekolah
           

IK : 1. APM SM Dan Diksus

IK : 2. APK SM Dan Diksus

Meningkatnya Budaya Literasi
bagi terwujudnya masyarakat
berpengetahuan dan berkarakter

Tujuan

Sasaran

Meningkatnya Kualitas
Pembangunan Mutu Layanan
Pegawai Urusan Pemerintahan
IK : 1. Persentase Mutu  Layanan 
           Pegawai 
IK : 2. Persentase Layanan 
           Administrasi Perkantoran
IK : 3. Persentase Layanan
           Keuangan Pemerintahan
           Daerah

 IK: 5. Indeks Pembangunan Manusia

Peningkatan Pelestarian Kebudayaan dan Pemajuan Kehidupan
Beragama Berlandaskan Nilai Kebangsaan dan Kearifan Lokal

 IK: 1. Indeks Pembangunan Manusia

Peningkatan Mutu Layanan Pegawai

 IK: 1. Indeks Pembangunan Urusan Pemerintahan

Meningkatnya pelestarian
warisan budaya dan
Pemberdayaan komunitas
budaya sebagai bagian
pembangunan daerah
IK :  1.  Persentase Warisan Budaya
             Benda/Tak Benda yang
             telah ditetapkan terhadap
             total Registrasi.
IK : 2.  Persentase komunitas
             budaya yang diberdayakan

IK : 1. Mutu Raport Pendidikan
          Daerah



Program

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
IK: 1. Persentase Warga Negara Usia 16-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan
         Menengah
IK: 2. Persentase Warga Negara Usia 4- 18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus
IK: 3. Nilai Raport Rata-Rata Provinsi
IK: 4. Rata-Rata Kemampuan Literasi SM dan Diksus
IK: 5. Numerasi SM dan Diksus

PENGELOLAAN PENDIDIKAN SMA
IK: 1. . Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah
IK : 2. .Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun
IK : 3. Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun
IK : 4. Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun
IK : 5. Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun
IK : 6. Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun
IK : 7. Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun
IK: 8. Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun
IK : 9. Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun 
IK : 10. Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun
IK : 11. Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah
            Dibangun
IK : 12. Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah
             yang Telah Dibangun
IK : 13. Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi
IK : 14. Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi
IK : 15. Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi
IK : 16. Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia
IK : 17. Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia
IK : 18. Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima
            Biaya
             Personil Peserta Didik
IK : 19. Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik
            dan  Non Akademik
IK : 20. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada
             Satuan  Pendidikan Sekolah Menengah Atas
IK : 21. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan
             Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi
             Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
IK : 22. Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan
              Kelembagaan dan Manajemen
IK : 23. Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian

PENGELOLAAN PENDIDIKAN SMK
IK : 1. Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah
IK : 2. Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun
IK : 3. Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 
IK : 4. Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah
           Direhabilitasi 
IK : 5. Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang
            Telah Dibangun
IK : 6. Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah
            Direhabilitasi
IK : 7. Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang
           Tersedia
IK : 8. Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
           yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
IK : 9. Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/  
           Lomba Akademik dan Non Akademik
IK: 10.Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang
          Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah
          Kejuruan (tahun pertama ditambah dengan diklat bagi
          guru PNS SMK yang memperoleh keahlian ganda
          produktif sebanyak 89 orang
IK : 11. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang
         Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan
         Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan
         Kualifikasi
IK : 12. Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola
         Dana BOS

PENGELOLAAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN KHUSUS

IK : 1.  Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia
IK : 2. Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
           yang Tersedia
IK : 3. Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang’
           Menerima Biaya Personil Peserta Didik
IK : 4. Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/
           Lomba Akademik dan Non Akademik
IK : 5. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang
           Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus
IK : 6. Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang
            Mengelola Dana BOS

Kegiatan



Program

Kegiatan

Program Pendidikan Kurikulum Muatan Lokal
IK: 1. Tersusunya Kurikulum SM dan Diksus Serta Tersedianya Buku Teks Pelajaran

Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
IK : 1.  Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan  Lokal Pendidikan Menengah yang Tersediak

Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
IK: 1. Persentase Cagar Budaya Yang Ditetapkan Pada Peringkat Provinsi

Persentase Cagar Budaya Yang Ditetapkan Pada Peringkat Provinsi
IK : Jumlah Peserta Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budayar 

IK : 2. Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan
IK : 3. Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan
IK : 4. Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi 

IK. : 5. Jumlah Peserta Kapasitas Tenaga PElestari Cagar Budaya

Program Pengembangan Kebudayaan
IK: 1. Pesersentase Objek Pemajuan Kebudayaan, Taman Budaya, Tradisi Budaya dan Lembaga Adat

Pesersentase Objek Pemajuan Kebudayaan, Taman Budaya, Tradisi Budaya dan Lembaga Adat
IK : Jumlah Objek Pengembangan Pemanfaatan Pemaajuan Tradisi Budaya

IK : 2. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Kegiatan

Kegiatan

Program

Program



Program

Kegiatan

Program

Kegiatan

Program Pengembangan Kesenian Tradisonal
IK: 1. Persentase Lembaga Kesenian Tradisional Yang Ditingkatkan Kapasitasnya

PEMBINAAN KESENIANYANG MASYARAKAT PELAKUNYALINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA
IK : 1. Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)

IK : 2. Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Program Pengelolaan Permuseuman
IK: 1. Persentase benda Koleksi Yang Tersimpan di Museum Provinsi

PENGELOLAAN MUSEUM PROVINSI
IK  : 1.  Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan Pengembangan dan Pemanfataan
 IK : 2. Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya

IK : 3.  Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
IK : 4. Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia



Program

Kegiatan

Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
IK: 1. Meningkatnya Kualitas Tata Pemerintahan

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

IK : 1.  Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

IK : 1.  Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
IK : 2. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan
ASN   yang Tersedia

           

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

IK : 1.  Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan

Administrasi Umum Perangkat Daerah
IK : 1.  Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang Disediakan

           

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
IK : 1.  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
           



Stakeholder Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo
1. Balai Penjamian Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo Melaksanakan koordinasi terkait pemetaan mutu pendidikan menengah, pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan
   menengah, pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan, fasilitasi peningkatan mutu pendidikan menengah, pengembangan
   danpelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan menengah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan menengah.
2.Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo Melaksanakan koordinasi terkait :
    a)Pemetaan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah.
    b)Pengembangan model peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah.
    c)Peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah.
    d)Fasilitasi peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah.
    e)Supervisi peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah.
    f)Pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah. 
    g)Kemitraan di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah.
3.Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo Melaksanakan koordinasi terkait :
    a)Kebutuhan data pendidikan. Data ini didapatkan dari sensus atau survey sebagai data sekunder dalam membangun sistem perstatistikan nasional maupun di daerah.
    b)Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik.
4. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo Melaksanakan koordinasi terkait pemenuhan data emis. EMIS adalah aplikasi untuk basis data siswa madrasah yang terhubung langsung dengan       
    database Kementerian Agama pusat. Data di aplikasi ini menjadi basis dalam pengambilan kebijakan kegiatan di lingkungan Kementerian Agama. Antara lain bantuan dana BOS, Data Ujian, pengusulan Program
    Indonesia Pintar dan lainnya di bidang Pendidikan Provinsi Gorontalo.
5.Dinas Sosial : Melaksanakan koordinasi terkait data kemiskinan yang berhubungan dengan penduduk/siswa yang bersekolah. Berdasarkan UU No 13 Tahun 2011 dan Permensos No 3 Tahun 2021 semua program
    bantuan dan pemberdayaan pemerintah dalam rangka penanganan orang miskin harus berdasarkan Data Terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan DTKS berbasis data kependudukan
6.Dinas Kesehatan : Terkait Informasi Pola Hidup Sehat Bagi Penduduk Usia Sekolah, pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan sekolah sehat. UKS merupakan program pemerintah untuk
   meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat atau kemampuan hidup sehat bagi warga sekolah. "Melalui program UKS diharapkan dapat meningkatkan
   pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yang harmonis dan optimal, sehingga menjadi sumber daya manusia yang berkualitas
7.Dinas Pangan : Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan advokasi penganekaragaman bahan makanan non beras dan non terigu bagi anak sekolah serta isu ketahanan pangan. Isu ketahanan sebagai
   kontekstualisasi pendidikan menjadi prinsip pertama dalam pendidikan ketahanan pangan keluarga. Prinsip ini diimbangi dengan pembelajaran yang komprehensif berbasis permasalahan yang aktual. Prinsip
   kedua adalah riset yang disesuaikan dengan kegiatan orang tua sehingga pendidikan ketahanan keluarga tidak menjadi suatu kegiatan yang terpisah dari kegiatan orang tua yang sudah ada. Selanjutnya, refleksi
   harus mencapai tercapainya faktor ketahanan pangan dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.
8.Bapppeda : Terkait penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan kegiatan dibidang perencanaan pembangunan pendidikan
9.Dinas Pekerjaan Umum : Terkait pelaksanaan koordinasi penyediaan sarana prasarana dana alokasi khusus (DAK) bidang Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Provinsi Gorontalo
10. BKKBN : Terkait peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat termasuk siswa dan remaja, tentang isu-isu Kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.

=  Program =  Kegiatan =  Crosscutting=   Tujuan =   Sasaran

Gorontalo,           Januari 2024
Kepala Dinas
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